BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 188/ (05§ TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

Menimbang

Mengingat

1.

BUPATI SUKOHARJO,

a. bahwa sesuail ketentuan Pasal 66 dan Pasal 70

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menter1 Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, Bupati membentuk Tim

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim
Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor 6398);




10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menter1 Dalam Neger:
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Asistensi Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah bersama Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana
dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. mewakili Pemerintah Daerah dalam
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. melakukan koordinasi dalam pembahasan
Rancangan  Peraturan Daerah  dengan
Perangkat Daerah terkait; dan

c. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung
jawab kepada Bupati.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Febrvari 101

BUPATI SUKOHARJO,

\

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

¢

kepada Yth. :

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah  Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

4. Tim Asistensi yang bersangkutan.




